
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tent.ang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
tclah diubah beberapa kali, terakhir dcngan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tent.ang Pcrubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lcmbaran NeR&ra Republik Indonesia Nomor 4844}; 

c. ba.hwa berdasarkan pertimba.ngan sebagairnana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 
Kabupaten Purworejo; 

b. ba.hwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal 
sebagaimana dimaksud pada huruI a, khususnya dalam 
mcnyelenggara.kan pelayanan di bidang Pemerintahan 
Dalam Negeri, Pemerintah Daerah perlu menyusun 
rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Pemerintahan Dalam Negeri; 

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, 
Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan 
Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Menteri; 

BUPATI PURWOREJO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANO 

RENCANAPENCAPAIAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 

KABUPATEN PURWOREJO 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 34 TAIIUN 2013 

BUPATI PURWOREJO 

[SALINAN] 
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAlAN 
STAN DAR PELA YANAN MINIMAL BIDANO 
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KABUPATEN 
PURWOREJO. 

MEMUTUSKAN: 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pclayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4584); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagjan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan 
Minimal; 

7. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemcrintahan Oaerah Kabupaten 
Purworejo (Lembaran Dacrah Kabupaten Purworejo 
Tabun 2008 Nomor 4); 

9. Peraturao Daerah Kabupatcn Purworejo Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Purworejo (Lcmbaran Oaerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Rencaoa Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 • 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 
Nomor3); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tabun 
2011 ten tang Rencana Pernbangunan Jangka Mcnengah 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 • 2015 
(Lcmbaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 
Nomor 2); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2011 • 2031 (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27); 

13. Peraturan Daerah Kabupatcn Purworejo Nomor 18 Tahun 
2012 tentang Orgaoisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Oacrah Kabupaten Purworejo (Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17); 
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Oalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan: 
l. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tcngah. 
2. Gubcmur adalah Gubemur Jawa Tcngah. 
3. Dacrah adalah Kabupaten Purworejo. 
4. Pemerintah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Oaerah sebagai 

unsur pcnyelenggara Pcmerintahan Daerah. 
5. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
6. Saluan Kerja Perangkat Oaerah Terkait yang sclanjutnya disingkat 

SKPO Tcrkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemcrlntah Kabupaten Purworejo yang terkait dalam rangka 
menangani pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Pcmcrintahan Dalam Negcri. 

7. Kcpala Satuan Kcrja Pcrangkat Oacrah Tcrkait yang selanjutnya 
disingkat SKPD Terkait adalah Kepala Satuan Kerja Pcrangkat Oaerah 
di lingkungan Pcmerintah Kabupaten Purworejo yang terkait dalam 
rangka peneapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pcmcrintahan 
Dalam Ncgcri. 

8. Urusan Pcmcrintahan adalah fungsi-fungsi pcmcrlntahan yang 
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan 
pemcrintahan untuk mcngatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut 
yang mcnjadi kewcnangannya dalam rangka mclindungi, melayani, 
membcrdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 

9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dcngan 
hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya 
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pcmerintah 
Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan 
nasional, kesejahteraan masyarakat, serta kctcntraman dan 
ketcrtiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang 
berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional, 

I 0. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan 
mutlak untuk memenuhi kcbutuhan masyarakat dalam kehidupan 
sosial, ekonomi, dan pemcrintahan. 

11. Pelayanan Oasar Bidang Pemerintahan Oalam Ncgeri adalah jenis 
pelayanan publik bidang pemerintahan dalam negeri yang mendasar 
dan mutlak untuk mcmenuhi kebutuhan masyarakat dalam 
kehidupan sosial, ekonomi dan pemcrintahan. 

12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Oalam Negcri yang 
selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan 
Pcmcrintahan Oalam Negeri yang disclenggarakan Pemerintah 
Daerah. 

13. lndikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif 
yang digunakan untuk mcnggambarkan bcsaran sasaran yang 
hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM, dapat bcrupa 
masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar bidang 
pemcrintahan dalam negerl. 

Pasal l 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 



4 

(2) Pcmcrintah Dacrah dalam mcncntukan rencana pencapaian dan 
penerapan SPM mempertimbangkan: 
a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar bidang 

pemcrintahan dalam negeri; 
b. target pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negcri yang 

akan dicapai; dan 
c. kemampuan, pctensi, kondiai, karaktcristik, prioritas Daerah dan 

komitmen nasional. 

(1) Rcncana pencapaian SPM di Daerah mcngacu pada batas waktu 
pencapaian SPM secara Nasional yang ditctapkan oleh Pcmerintah. 

Pasal 3 

RENCANA PENCAPAIAN SPM 

BAB!Il 

(3) Ruang lingkup Pcraturan Bupati ini mcliputi: 
a. rencana pencapaian SPM; 
b. pembiayaan SPM; 
c. pcngorganisaaian SPM; clan 
d. pelaporan SPM. 

(1) Maksud ditctapkannya Pcraturan Bupati ini adalah sebagai landasan 
hukum bagi Pcmcrintah Dacrah dalam mclaksanakan SPM sesuai 
target pencapaian yang tclah ditctapkan. 

(2) Pcraturan Bupati ini bertujuan untuk mcmberikan pedoman bagi: 
a. SKPD Tcrkalt dalam mclaksanakan SPM; 
b, masyarakat dalam mcmahami SPM clan pencape.iannya. 

Pasal 2 

MAK.SUD, TUJUAN DAN RUANO UNGKUP 

BAB ll 

14. Kcmampuan dan potcnsi Dacrah adalah kondisi kcuangan Daerah 
clan sumbcr daya yang dimiliki Dacrah untuk mcnyelcnggarakan 
Urusan Wajib Pcmcrintahan Dacrah dan dalam rangka pembelanjaan 
untuk mcmbiayai pencrapan SPM. 

15. Rcncana Pcncapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang 
dituangkan dalam dokumcn perencanaan dacrah yang dijabarkan 
pada Rcncana Pcmbangunan Jangka Mcncngah Daerah (RPJMD), 
Rcncana Kcrja Pcmcrintah Dacrah (RKPDJ, Rcncana Stratcgis Satuan 
Kcrja Perangkat Dacrah (Rcnstra·SKPD), dan Rcncana Kcrja Satuan 
Kcrja Pcrangkat Dacrah (Rcnja·SKPD) untuk digunakan sebagai dasar 
perhitungan kcbutuhan biaya dalam penyelenggara.an pelayanan 
dasar bidang pemcrintahan dalam negeri, 
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(5) Analisis kemampuan dan potensi Oaerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan 
Pcmerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pcrkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, perlu 
mempertimbangkan: 
a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan 

Pcmerintah Daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak 
prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM; 

b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPO Terkait 
dalam rangka pencapaian target dan penerapan SPM yang lebih 
tinggi; dan 

c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk 
menjangkau masyarakat luae dan mutu yang lebih baik. 

(3) Faktor kemarnpuan dan potensi Daerah eebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), digunakan untuk menganalisis: 
a. penentuan status awaJ yang terkini dari pencapaian pelayanan 

dasar bidang pemerintahan dalam negeri di Daerah; 
b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan 

batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pcmerintah; 
c. perhitungan pembiayaan ataa target pencapaian SPM, analisis 

standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga 
kegiatan; dan 

d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan 
pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri yang 
memaksimalkan sumber daya Daerah. 

(1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan 
penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan 
menganalisis database profil pelayanan dasar bidang pemerintahan 
dalam negeri, 

(2) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi kepegawaian, kelembagaan, 
kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan 
partisipasi swasta/ masyarakat. 

Paeal 4 

(5) Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh 
Pcmerintah Oaerah digunakan untuk mengukur kepastian 
penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Oaerah yang berbasis 
pada pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri. 

(4) Rencana pencapaian dan penerapan SPM di Oaerah dilaksanakan 
seeara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi 
Daerah. 

(3) Rencana pencapaian SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi 
Oaerah. 
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(2) Berdasarkan laporan Kepala SKPD Terkait sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja 
penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubemur. 

(1) Kepala SKPD Terkait menyampaikan laporan penyelenggaro.an SPM 
meliputi kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati. 

PELAPORAN SPM 

Pasal 8 

BABVl 

(2) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri 
sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional 
dilaksanakan oleh SKPD Terkait. 

(1) Bupati bertanggung jawab berdasarkan kewewenangannya dalam 
penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negcri 
sesuai SPM. 

Pasal 7 

PENGORGANISASIAN SPM 

BABY 

Pembiayaan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo 
yang didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Pasal 6 

PEMBIAY MN SPM 

BAB IV 

(2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Bupati ini. 

(1) Rencana pencapaian SPM meliputi jcnis pelayanan, indikator kinerja 
dan target yang dicapai pada Tahun 2011 - 2014 serta penanggung 
jawab adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 5 
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BERJTA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2013 NOMOR 34 SERJ E NO MOR 26 

TRI HANDOYO 

Ttd. 

Diundangkan di : Purworcjo 
pada tanggaJ : 18 Juli 2013 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

MAHSUN ZAIN 

Ditetapkan di : Purworejo 
pada tanggal : 18 Juli 2013 

8UPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupatcn Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan. 

Pasal 10 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 
mcngcnai tcknis pclaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Kepala SKPD Terkait. 

Pasal 9 

KETENTUANPENUTUP 

BAB VII 
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MAHSUNZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

NO JEHJS UIDIKATOR SPM NIU\J TARGET PENCAPAIAN PENANGGUNG 
PELAYANAN 2011 2012 2013 2014 2015 JAWAB 

I. Pelayanan I. Calcupan Pencrbitan Kartu 100 % 100% 100% 100% 100% SKPOyang 
Dolcumcn Tanda Penduduk menangani 
Kependudukan uruaan bida.ng 

12. Cakupan Penerbitan Akta 100% 100% 100% 100% 100% kcpcndudukan 
Kdah.iran dan pence.ta.tan 

sioil 
u Pemelihlll'IUln 3. Cakupan perugas 10% 20% 25% 40% SO% SKPDyang 

Kctcntraman Perlindunpn Masyarakat mcnangani 
dan Keteruben (Unmasj di Kabupaten urusan bidang 
Ma.ayarak&t Pun,oon:jo pcrlindungan 

masvarakat 
. Cakupan tingkat penyelrwan 75% 78% 79% 80% 80% SKPDyang 

pelan(IPran Ketero'be.n, • menangani 
Kctenuaman dan Kcindahan urusan bidang 
(KJJ kotcntraman <b.11 

ketertiban umum 
UI Penanggulangan S. Cakupa.n pe~an bencana 10% 14% 19% 24% 25% SKPOya.ng 

Bencana ktbakaran Kabupatcn nierianl!IIJU 
Kebakaran Pun,,'Ortjo urusan bidang 

penanggulanpn 
bencana. 

>. Tingkat waktu (re:,ponse rime 35% 45% 50% 60% 75% SKPOyang 
rout da<nh tayanan w~ mcnangani 
Manajcmen Kcbal<aran (WMK) uru 88n bidang 

pcnanggulangan 
bencsns 

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN 
DAI.AM NEOERI KABUPATEN PURWOREJO 

STANDAR 
Bl DANG 
NEOERI 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 34 TArIUN 2013 
TENTANO 
RENCANA PENCAPAIAN 
PELAYANAN MINIMAL 
PEMERINTAHAN DALAM 
KABUPATEN PURWOREJO 
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c. Penyebut 
Jumlah Penduduk Wajib KTP (penduduk berusia 17 tahun ke 
atas dan atau telah me.nikah). 

d. Satuan lndik.ator 
Persentase (%). 

b. Pembilang 
Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan. 

Jumlah KTP ber-NlK yang 
diterbitkan X 100 % 

Jumlah Penduduk Wajib 
KTP 

Penentase (%) 
Calrupan Peoerbitan 
Kartu Tanda Jududuk • 
(KTP) 

3. Cara perhitungan indik.ator 
a. Rumus 

2. Definisi Operasional 
Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah 
memperoleh KTP sesuai dengan Standar Pelayanan 5 hari harus 
selcsai diterbitkan KTP. 

A. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (K'l'P) 
1. Pengcrtian 

KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 
diterbitkan oleh lnatanai Pelakaana yang berlaku di aeluruh 
wi.layah Negara Keearuan Republik lndonesia. Nomor lnduk 
K.ependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang 
bersifat unik atau khas, tunggal dan melek.at pada seseorang yang 
terdaftar sebagai penduduk lndonesia. 

I. PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
BIDANO PEMERINTAHAN DALAM NEOERI KABUPATEN PURWOREJO 

LAMPIRAN U 
PERAiURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 34 TAHUN 2013 
TENTANO 
RENCANA PENCAPAlAN SiANDAR 
PELAYANAN MINIMAL BrDANO 
PEMERINTAHAN DAI.AM NEOERI 
KABUPATEN PURWOREJO 
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8.SDM 
a. Petugas pelayanan KTP; 
b. Petugas pengolahan data penduduk; 
c. Petugas Monitoring dan Evaluasi; 

5. Rujukan 
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan; 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; 
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk Dengan Pencatatan Sipil: 
d. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan 

lnformasi Kependudukan; 
e. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam 
Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi 
Kependudukan; 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 
tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 
Tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian 
Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register 
Akta dan Kutipan Akta Catalan Sipil. 

6. Target 
Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 100 %. 

7. Langkah Kegiatan 
a. Penerbitan NIK; 
b. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan seperti: 

1) Perubahan Afamat; 
2) Pendaftaran Perpindahan Penduduk; 
3) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; 
4) Pendaftaran Penduduk antar Administrasi Kependudukan. 

e. Contoh Perhitungan 
Misalkan suatu wilayah Kabupaten A memiliki jumlah 
penduduk wajib KTP sebesar 10.000 jiwa. Jumlah penduduk 
yang telah memiliki KTP sebanyak 3000 jiwa, namun yang ber­ 
NIK sebanyak 2000 jiwa. Maka persentase penduduk yang 
memiliki KTP di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah: 

Persentase (%) Cakupan 2.000 jiwa 
Penerbitan Kartu Tanda ~ X 100 % • 20 % 
Penduduk (K'l'P) I 0.000 jiwa 

Artinya baru 20% dari jumlah penduduk di wilayah tersebut 
yang memiliki dokumen kependudukan KTP ber-NIK. 

4. Sumber Data 
a. SKPD yang menangani urusan bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil; 
b. Kecamatan, Kelurahan atau Desa. 
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Artinya hanya 40 % penduduk lahir di tahun bersangkutan yang 
menerima pelayanan akta kelahiran. 

b. Pembilang 
Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kclahiran di 
tahun bersangkutan. 

c. Penyebut 
Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan. 

d. Satuan lndikator 
Persentase (%). 

e. Contoh perhitungan 
Misalkan pada tahun 2007 jumlah kelahiran di suatu 
Kabupaten A sebesar 20.000 kelahiran (hidup). Pada tahun yang 
sama, Pemerintah Kabupaten A menerbitkan 12.000 akta 
kelahiran. Namun hanya sekitar 8.000 akta kelahiran yang 
diperuntukkan bagi bayi yang lahir di Tahun 2007. Sedangkan 
sisanya merupakan akta kelahlran untuk mereka yang lahir 
scbelum 2007. Maka perhitungan calrupan penerbitan akta 
kelahiran: 
Pcncntaae (%) Cakupan 
Penerbitan Akta Kelahiran 8.000 jiwa 
Sebagai Selah Satu Dokumen • 20.000 jiwa X 100 % a 40 % 
Hasil Pencatatan Sipil 

Jumlah penduduk lahir dan 
memperoleh akta kclahiran di 
tahun bersangkutan X 100 o/o 
Jumlah kelahiran di tahun 
bersangkutan 

Persentaee (%) Cakupan 
Penerbitan Akta 
Kelahiran Sebagai Selah • 
Satu Dokumen Hasil 
Pencatatan Sipil 

3. Cara perhitungan indikator 
a. Rumus 

2. Definisi Operasional 
Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk 
lahir yang memporeleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi 
kependudukan sesuai dengan standard pelayanan 7 hari harus 
selesai dit.erbitkan. 

B. Calrupan Penerbitan Aleta Kelahiran Sebagai Salah Satu Dokumen 
Hasil Pencatatan Sipil 
1. Pengertian 

Aleta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan 
sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa 
kependudukan. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk 
kepada pemerintah (instansi pelaksana] di tempat t.erjadinya 
peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. 
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9. Pcnanggung Jawab 
SKPD yang menangani urusan bidang kependudukan dan 
pencatatan sipil. 

8.SDM 
a. Petugas pelayanan akta kelahiran; 
b. Petugas pengolahan data penduduk; 
c. Petugas monitoring dan evaluasi; 
d. Petugas registrasi. 

7. Langkah Kegiatan 
a. Penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta 

kelahiran; 
b. Registrasi setiap kelahiran; 
c. Penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di 

tahun bersangkutan. 

6. Target 
Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 100 %. 

5. Rujukan 
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan; 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; 
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk Dengan Pencatatan Sipil; 
d. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan 

lnformasi Kependudukan; 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Oalam 
Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi 
Kependudukan; 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 
tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 
Tahun 2003 tentang SpesifiJcasi, Pengadaan dan Pengendalian 
Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register 
Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

4. Sumber Data 
1) SKPD yang menangani urusan bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil; 
2) Kecamatan, Kelurahan atau Desa. 
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b. Pembilang 
Jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di 
Kabupaten Purworejo. 

c. Penyebut 
Wilayah Kerja Kabupaten Purworejo. 

d. Ukuran Konstanta 
Persentase (%). 

e. Contoh Perhitungan 
Misalkan di Kabupaten Purworejo memiliki Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) sebanyak 50 lokasi. Sedangkan jumlah Petugas 
Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Purworejo 100 
orang, maka : 
Persentase (%) Cakupan 
Petugas Pcrlindungan • 100 X 100 % • 20 % 
Masyarakat (Uomas) di SO 
Kabupateo Purworejo. 

Jumlah petugas Perlindungan 
Masyarakat di Kabupaten 
Purworejo X 100 % 
Jumlah lokasi tcmpat 
pemungutan suara (TPS) 

Persentase (%) Cakupan 
Petugas Pcrlindungan 
Masyarakat (Linmas) ell • 
Kabupaten Purworejo. 

A. CaJrupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 
Purworejo. 
1. Pengertian 

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan 
yang memiliki tugas umum pemellharaan ketentraman dan 
ketertiban masyarakat. 

Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat 
secara luas. (Landasan hukum keberadaan Linmas adalah Surat 
Keputusan Wakil Menteri I urusan Pertahanan dan Keamanan 
Nomor Ml/72/ 1962 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 1962). 

2. Definisi Operasional 
Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah 
upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif 
sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. 

3. Cara Perhitungan Rumus 
a. Rumus 

Rasio jumlah petu~as Perlindungan Masyarakat (Linmas) di 
Kabupaten Purworejo terhadap wilayah kerja adalah jumlah 
petugas Perlindun~an Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 
Purworejo dibagi Wilayah Kerja Kabupaten Purworejo. Wilayah 
Kerja Kabupaten Purworejo adalah lokasi Tempat Pemungutan 
Suara (TPS). 
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di 
Kabupaten Purworejo disesuaikan dengan situasi, kondisi dan 
kebutuhan di Kabupaten Purworejo. 

IL PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN 
(IO) 



14 

l. Pengertian 
Satuan Palisi Pamong Praja adalah perangkat Pernerintah Daerah 
dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan 
ketertiban umum serta menegakkan Peratura Daerah (Perda). 
Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan 
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, 
menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati. 

8. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentrarnan, dan 
Keindahan (K3) di Kabupaten Purworejo 

9. Penanggung Jawab Kegiatan 
SKPD yang menangani urusan bidang perlindungan masyarakat. 

8.SDM 
a. Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang 

terlatih; 
b. Sebagian Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang sudah 

direkomendasikan sebagai Petugas Linmas. 

7. Langkah Kegiatan 
a. Persiapan sarana pendukung pelaksanaan tugas: 
b. Pelatihan bagi aparat Perlindungan Masyarakat (Linmas); 
c. Respon pengaduan masyarakat terhadap gangguan 

ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekitar; 
d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
e. Memantau/melaporkan penanggulangan bencana; 
f. Pcndukung pclaksanaan pcnyclcnggaraan Pcmilu di Lokasi TPS; 
g. Moniloring dan Evaluasi. 

6. Target 
Target pencapaian SPM Tahun 2015 adalah 50 %. 

Tahun 2003 
Sipil/Satuan 
Pengamanan 

5. Rujukan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 340-563 
tentang Pedomoan Penugasan Satuan Pertahanan 
Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004. 

perlindungan 
4. Sumber Data 

a. SKPD yang menangani urusan bidang 
masyarakat; 

b. Komunitas lntelijen Daerah (Kominda); 
c. Koramil dan Kapolsek); 
d. Kepala Satuan Linmas di Desa/Kelurahan. 
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b. Pembilang 
Pelanggaran K3 yang terselesaikan di tahun bersangkutan 

c. Penyebut 
Jumlah Pelanggaran K3 yang di laporkan dan teridentifikasi 
oleh SKPD yang menangani urusan bidang ketentraman dan 
ketertiban umum di tahun bersangkutan. 

d. Satuan lndikator 
Persentase (%). 

Jumlah Pelanggaran K3 yang 
terselesaikan X I 00 % 
Jumlah pelanggaran K3 yang 
dilaporkan Masyarakat dan 
teridentifikasi oleh SKPD yang 
menangani urusan bidang 
ketentraman dan ketertiban 
umum 

Persentase (%) Tingkat 
Penyelcsaian Pelanggaran ~ 
Ketertiban, Ketentraman, 
dan Keindahan (K3) 

3. Cara Perhitungan 
a.Rum.us 

Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan 
keindahan (K3) di Kabupaten Purworejo 

2. Definisi Operasional 
Penyelesaaian Pelanggaran ketertiban, ketentraman dan 
keindahan (K3) di Kabupaten Purworejo adalah upaya 
mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif 
dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. 
Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk 
hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. 

Pembangunan Kawasan Perkotaan tak Iepas dari ketertiban, 
kebersihan dan keindahan (K3). Ketertiban berhubungan erat 
dengan penalaan ruang publik, privat dan pertumbuhan 
perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap 
ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, 
ruang hijau, daerah resapan dan dan lain lain. 
Keindahan adalah merupakan sinergi antara ketertiban dan 
kebersihan, dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempaat 
yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran 
ketertiban, ketentraman dan keindahan di Kabupaten Purworejo 
harus d.itindak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, Hal ini 
bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketentraaman dan 
keindahan di Kabupaten Purworejo. Menjadi tugas SKPD yang 
rnenangani urusan bidang ketentrarnan dan ketertiban umum 
sebagai aparatur Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas 
penegakan Perda, termasuk peda tentang ketertiban, ketentraman 
dan keindahan. 
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6. Target 
Target pencapaian SPM Tahun 2015 adalah 80 %. 

7. Langkah Kegiatan 
a. Melakukan pcmantauan gangguan ketcntraman den kctertiban 

dengan dinas terkait di jalan, tempat hibumn, pemukiman 
penduduk dan ruang umum; 

b. Penyediaan sarans dan prasarana pendukung operasional 
Satuan Polisi Pamong Praja; 

c. Penyebarluasan informasi dan sistim tanggap pengaduan 
masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman den 
keindahan; 

d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP; 

5. Rujukan 
a.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja; 
b.Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur 

Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. 

4. Sumber Data 
a.SKPD yang menangani urusan bidang ketcntraman dan 

ketertiban umum; 
b.Kantor Camat , Kelurahan. 

90 

e. Contoh Perhitungan 
Misalkan di tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Purworejo 
menetima laporan sebanyak 150 kasus pelanggaran Peraturan 
Daerah yang terkait dengan Ketertiban, Ketentraman den 
Keindahan (K3). Seisin itu juga Satpol PP mengidentifikasi 
terdapat 75 kasus pelanggaran K3. Diantara 75 kasus temuan 
Satpol PP ialah adanya pelanggaran K3 dalam bentuk 
penggunaan trotoar jalan atau pedestrian oleh 35 pedagang kaki 
lima di Kelurahan A. Maka pelanggaran tersebut (dalam satu 
lokasi yang sama dengan jenis pelanggaran sama) dihitung 
sebagai 1 kasus. Meskipun teridentifikasi sebanyak 225 kasus 
pelanggaran K3, namun temyata Pemerintah Kabupaten 
Purworejo hanya mampu menyelesaikan pelanggaran K3 
sebanyak 90 kasus saja. Satu kasus pelanggaran dapat 
dianggap terselesaikan jika pelaku pelanggaran tidak 
melakukan tindakan yang sama lagi setelah penertiban. Dengan 
contoh di atas maka perhitungan tingkat penyelesaian 
pelanggaran K3 ialah : 

Persentase (%) Tingkat 
Penyelesaian Pelanggaran 
Ketertiban, Ketentraman, dan ----2,...,2,..,,5,---- X 100 % = 40 % 
Keindahan (K3) 



17 

A. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran 
l. Pengertian 

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, 
menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
l l/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran 
Perkotaan, suatu kota perlu membentuk Wilayah Manajemen 
Kebakaran (WMK). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah 
tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. 
Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi 
kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya 
instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu 
WMK. 

2. Definisi Operasional 
Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang 
disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian 
materiil maupun korban jiwa. Cakupan pelayanan bencana 
kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang 
terproteksi dari bencana kebakaran. Pengertian WMK menurut 
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor ll/KPTS/2000 
adalah sebagai berikut: 
a. WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki 

kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah 
yang ditentukan secara alamiah maupun buatan; 

b. WMK perlu dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan 
kebakaran yang terintegrasi dalam WMK; 

c. WMK ditentukan oleh waktu tanggap (response time) dari pos 
pemadam kebakaran terdekat. Berdasarkan Keputusan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor l l/KPTS/2000, daerah layanan WMK 
ditentukan oleh waktu tanggap, dengan ketentuan tidak lebih 
dari 15 (lima be las) menit. 

Ill. PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 

9. Penanggung Jawab Kegiatan 
SKPD yang menangani urusan bidang ketentraman dan ketertiban 
um um. 

8.SDM 
Petugas pada SKPD yang menangani urusan bidang ketentraman 
clan ketertiban umum. 

e. Melakukan patroli dengan melakukan koordinasi dengan 
Kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan 
Peraturan Daerah dan kawasan perkotaan; 

f. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan 
kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan 
Peraturan Daerah dinas terkait di kawasan Kabupaten 
/Pedesaan; 

g. Monitoring clan Evaluasi. 
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5. Rujukan 
a. Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran; 
b. Buku Panduan Praktis yang dibagikan kepada masyarakat; 
c. Standar Pelayanan Kebakaran; 
d. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor l l/KPTS/2000. 

4. Sumber Data 
a. Dinas atau satuan kerja yang terkait dengan Pemadam 

Kebakaran; 
b. BPS. 

Persentase (%) cakupan 176,26 km2 
pelayanan bencana kebakaran '" 1000 km2 X 100 % 

b. Pembilang 
Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran. 

c. Penyebul 
Luas Wilayah Kabupaten Purworejo. 

d. Satuan lndikator 
Persentase (%). 

e. Contoh Perhitungan 
Misalkan suatu kabupaten A memiliki luas wilayah 1000 km2. 
Mengingat adanya keterbatasan anggaran Pemda dan lebih dari 
50 % penduduk tinggal di ibukota kabupaten, maka Pemda A 
memutuskan hanya menyediakan I WMK, dimana jangkauan 
pelayanannya hanya pada radius 7,5 km. Dengan asumsi 
bahwa cakupan WMK berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 
km, makajangkauan luas WMK sebesar 176,26 km2. 
Dengan contoh di atas, maka perhitungan cakupan pelayanan 
bencana kebakaran ialah: 

Jangkauan luas wilayah 
manajemen kebakaran X 100 % 

• Luas wilayeh Kabupaten 
Purworejo 

Persentase (%) cakupan 
pelayanan bencana 
kebakaran 

3. Cara Perhitungan 
a. Rumus calrupan pelayanan bencana kebakaran: 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
1 l/KPTS/2000 bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak 
boleh melebihi radius 7,5 km. Di luar daerah tersebut 
dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (unprotected area). 
Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh 
mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km 
dan berjarak 3,5 km dari sektor. 
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2. Definisi Operasional 
Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan wilayah 
manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian 
kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima 
belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK. 

1. Pengertian 
Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, 
menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
1 l/KPl'S/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran 
Perkotaan, suatu kota perlu membentuk Wilayah Manajemen 
Kebakaran (WMK). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah 
tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. 
Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi 
kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya 
instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu 
WMK. Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang 
diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk 
sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan 
tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di 
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). 

8. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan 
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 

9. Penanggung Jawab Kegiatan 
SKPD yang menangani urusan bidang penanggulangan bencana. 

8.SDM 
a. Satgas Pemadam Kebakaran; 
b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran; 
c. Akomodasi peran serta masyarakat dibawah binaan Dinas 

terkait (antara lain SATLAKAR/BALAKAR). 

7. Kegiatan 
a. lnventarisasi potensi bahaya kebakaran; 
b. lnventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran; 
c. ldentifikasi kemampuan jangkauan pemerintah daerah dalam 

melindungi wilayahnya dari bencana kebakaran; 
d. Simulasi secara terprogram tentang penanganan dan 

penanggulangan kebakaran; 
e, Pelatihan teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran; 
f. Monitoring dan evaluasi. 

6. Target 
Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 25 %. 
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5. Rujukan 
a. Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran; 
b. Buku Panduan Praktis yang dibagikan kepada masyarakat; 
c. Standard Pelayanan Kebakaran; 
d. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 l/KPl'S/2000. 

6. Target 
Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 75 %. 

Persentase (%)1'ingkat Waktu 175 
Tanggap (Response Time ~---=7,.,,.00,....-- X 100 % •0,25% 
Rate) Daerah Layanan 
Wilayah Manajemen 
Kebakaran (WMK) 

4. Sumber Data 
a. SKPD yang menangani urusan bidang pemadarn kebakaran; 
b. Badan Pusat Statistik (BPS). 

b. Pembilang 
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 
maksimal 15 menit. 

c. Penyebut 
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK, tennasuk 
Wilayah Pos Pcmbantu Kebakaran. 

d. Satuan lndikator 
Persentase (%). 

e. Contoh Perhitungan 
Misalkan suatu kabupaten hanya memiliki 1 WMK yang berada 
di ibukota Kabupaten/Pusat Kota. Dengan asumsi bahwa 
cakupan WMK berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 km, 
maka jangkauan luas WMK sebesar 176.26 km2 . Pada radius 
7,5 km jangkauan pelayanan WMK), di tahun 2007 terjadi 
kebakaran sebanyak 700 kali, 
Sedangkan di luar wilayah WMK jumlah kebakaran sebanyak 
1000 kali. Di dalam jangkauan WMK, dari 700 kasus kebakaran 
yang terjadi temyata hanya 175 kasus yang dapat ditangani 
dalam waktu kurang dari 15 menit. Sedangkan 525 kasus 
lainnya di WMK tertangani dalam waktu lebih dari 15 menit. 
Oengan contoh di atas, maka perhitungan tingkat waktu 
tanggap daerah layanan WMK ialah: 

Jumlah kasus kebakaran 
dalam jangkauan WMK 

Jumlah kasus kebakaran di 
WMK yang tertangani dalam X 100 % 
maksimal 15 menit 

Persentase (%)Tingkat 
Waktu Tanggap 
(Response Time Rate) a 

Daerah Layanan 
Wilayah Manajemen 
Kebakaran (WMK) 

3. Cara Pcrhitungan Rumus 
a. Rumus 



21 

MAHSUNZAIN 

Ttd. 

BUPATI PURWOREJO, 

9. Penanggung Jawab 
SKPD yang menangani urusan bidang penanggulangan bencana, 

8.SDM 
a. Satgas Pemadam Kebakaran; 
b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran; 
c. Akomodasi peran serta masyarakat dibawah binaan SKPD 

(antara la.in SATLAKAR/BALAKAR). 

7. Kegiatan 
a. lnventarisasi potensi bahaya kebakaran; 
b. lnventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran; 
c. Simulasi secara terprogram tentang penanganan dan 

penanggulangan kebakaran; 
d. Pelatihan teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran 

untuk peningkatan kinerja; 
e. Perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana pemadam 

kcbakaran sesua.i dengan kemampuan keuangan dacrah dan 
kebutuhan; 

f. Monitoring dan evaluasi. 

 


